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eberanian Pemerintah Kota Bandung mengkaji dan
mereformasi birokrasi sepatutnya menular kepada
emerintah daerah lainnya. Tahun sebelumnya Peme-

rintah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukannya melalui
reengineering Tujuan pokoknya ialah membe.ikan pelayanan
yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat. Melalui upaya
tersebut, dikalkulasi kinerja serta proporsi aparat yang diperlu-
kan suatu badan, dinas, lembaga, bagian, atau kantor. Bisa saja
terdapatkelebihan utau kekirangan, Yang penting terbangun ke-
seimban 3an antara struktur dan kapasitas mesin birokrasinya.

Sering kali struktur yang rumit
membuat kerja aparat lamban. De-
mikian juga, dengan jumlah aparat
yang overload, kinerja pun menjadi
rendah, Struktur yang ramping de-
ngan jumlah aparat yang sesuai se-
cara kualitas dan kuantitas bisa
mempercepat penanganan tugas
pemerintah. Didukung Cengan se-
jumlah jabatan fungsional, semes-
tinya tugas pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat se-
makin lancar dan cepat. Dengan
demikian, ke depan jabatan fung-
sional akan Jebih banyak diban-
dingkan dengan jabatan struktural
yang bertugas memberikan pela-
yanan internal dan eksternal s=rta
mengelola organisasi pemerintah-
an,
Adaempat tujuan reformasi me-
nurut Mosher (1967), yakni mela-
lukan perubahan inovatif terha-
dap kebijakan dan program pelak-
sanaan, meningkatkan efektivitas
administrasi, meningkatkan kuali-
tas personal, serta melakukan anti-

sipasi kritik dan keluhan pihak lu-

ar. Mengenai aspck terakhir bisa
dilit ai dari tiga sisi (Denhard ,
2005), yaitu konstituen, konsu-

I mea, dan masyarakat (citizen).

Dalam administrasi negara la-
ma, konstituen menjadi penting
dan utama karena pejabat publik
melalui jalur partai politik dan me-
rasa dekat dengan partai politik
dan konstituennya. Bagi manaje-
men publik yang baru, masyarakat
ditempatkan sebagai konsumen

| mendingat pada era ini kebutuhan

pelayanan dari masyarakat sema-
kin tinggi. Sementara dalam admi-
nistrasi negara baru, pemberian
perhatian dikaitkan dengan tugas
dan fungsi negara ataupun | o e-
rintahan dalam hal memberikan
pelayanan kepada seluruh masya-
rakat.

Struktural-fungsional

Kekecewaan masyarakat lebih
penting daripada kekecewaan apa-
rat sehingga reformasi dilakukan.
Dengan reformasi, pelayanan ter-
hadap masyarakat sebagai konsu-
men ataupun masyarakat miskin

dan terpinggirkan pe.lu lebih di-
tingkatkan. Pemberian informasi
kepada masyarakat melalui jabat-
an fungsional perlu diintensifkan
agar muncul kesadarin masyara-
kat untuk memenuhi kewajiban-
nya sebagai warga negara. Kartu
tenda penduduk atau akta kelahir-
an bisa saja tidak me njadi suatu ke-
butuhan karena pihaknya tidak
mengakses lembaga pendidikan
atau perbankan sebagai ciri masya-
rakat konsumen

Pelayanan kepada seluruh ma-
syarakat bisa dilakukan dengan
dua cara, yaitu melalni jalur per-
izinan di loket dan jemput bola
mendatangi kelompok masyarakat
‘ertentu. Bagi masyarakat mene-
ngah ke atas, pelayanan di loket bi-
sa lebih sering dilakukan, sedang-
kan untuk kelompok menengah ke
bawah mungkin perlu jemputbola,

Bagikelom)ok pertama, menge-
luarkan vang untuk memneroleh
pelayanan bisa menjadi biasa.
Akan tetapi, sebaliknya bagi ke-
lompok kedua bisa menjadi luar
biasa dan dirasa memberatkan,
Untukity, standar pelayanan mini-
mal yang dibuat perlu terus diso-
sialisasikan dengan cara jemput
bola sekaligus harus terasa manfa -
atnya.

Menempatkan pelayanan pada
jalur perizinan bisa terkesan dis-
kriminatif karena yang tidak men-
jac'i konsumen terabaikan. Posisi
aparat kewilayahan yang tersebar,
seperti camat dan kepala desa/lu-
rah, perlu dilengkapi dengan se-
jumlah jab.tan fungsional vang
bertugas menjadi vjung tombak
pemerintah dalam memberikan
pencerahan kepaua masyarakat
kelompok kedua. Oleh sebab itu,
reformasi birokrasi bis. menye-
babkan pejabat strulctural bergeser
menjadi pejabat fungsivnal sesuai
dengan bidang keahliannya. Sa-
ngat mungkin pejabat fungsional
tersebut memiliki kemumpuan le-
bih daripada pejabat st1 aktural da-
lam mengomunikasikan program
pemerintah.

Pejabat truktural sering kali le-
bih bersifat seremonial, sedangkan

pejabat fungsional lebih bersifat
substansial. Dengan sifat seremo-
nial, hampir pasti komunikasi dua
arah sulit dibangun. Adapun de-
ngan kunjungan silaturahim, peja-
bat fungsional lebih terbuka untuk
terciptanya dialog sampai menger-
ti. Mungkin juga dialog tersebut
memberikan masukan bagi peme-
rintah untuk diperhatikan dan di-
buntumpan balik.

Komunikasi-edukasi

Komunikasi aparat sejak masuk
kerja sebenarnya sudah dilakukan
melalui jalur prajabatan. Dalam
kegiatan tersebut sudah terkomu-
nikasikan nasib aparat sejak beker-
Ja sampai kelak pensiun, Dengan
cara ini sejak dini aparat telah
mengalkulasi diri akan perjalanan
kariernya dan bekal apa saja yang
harus dipersiapkan agar tujuannya
tercapai.

Selanjutriya, kegiatan pembina-
an karir diintensifkan oleh atasan
di suutu institusi, Dalam perkem-
bangannyabisa sajaada perubahan
pemikiran sehingga tujuan awal di-
geser. Perubahan semacam ini un-
tuk seterusnya dapat dinkomodasi
dalam bentuk pelatihan dan pendi-
dikan (diklat) aparat, bisa melalui
diklat yang tersedia atuupun pen-
didi¥ inlanjutan.

Yang sering terjadi adalah me-
nempatkan pendidikan lanjutan,
S-2 atau S-3, sebagai persyaratan
untuk meningkatkan karier struk-
turalnya. Tentusajahalini tidak sa-
lah, tetapi perlu juga dipertim-
bangkan untuk memperdalam ke-
ahlian dalam kariernya sebagai pe-
jabat fungsional. Tentu saja faktor
komumikasi bisa menjadi penting
agar aparat tidak memandang ber-
bedak~duajalurkariernya.

Perbedaan pandanan terhadap
jabatan semrcam ini tentu saja
akan m.enimbulkan semangat ker-
ja yang berbeda pula. Tentu keke-
cewaa 1 jangan jatuh menjadi frus-
trasi, Komunik:to: perlu mence-
gah ke adaan buruk terjadi pada ko-
munikan. Dalm kaitan ini, faktor

s e 2 DICKY
edukasi perlu ditanamkan kepada
setiap aparat untuk memunculkan
prestasi kerjanya baik dalam jabat-
an fungsional maupun struktural,
Mendoktrinkankegagalan di jabat-
an struktural akan menyebabkan
seseorang dipindah ke jabatan
fungsional bukan tindakan eduka-
tif karena menumbuhkan anggap-
an bahwa jabatan fungsional lebih
rendah daripada jabatan struktu-
ral,

Edukasi pun dilakukan peme-
rintah kepada masyarakat melalui
komunikasi agar masyarakat men-
jadi pengawas setiap kegiatan pe-
merintah. Bisa saja kegiatan aparat
struktural staupun fungsional ti-
dak sesuai dengan visi dan misi pe-
merintah sehingga diperlukan pi-
hak yang senantiasa mengawasi-
nya. Masyarakat pinggiran mung-
kin perlu waktu untuk diajak men-
jadipengawas.

Hanya, tidak bijak ketika me-
maksa mengubah kebiasaan tanpa
penjelasan manfaat yang akan me-
reka rasakan. Bisa saja kelompok
ini diajak menggunakan kompor
gas atau minyak tanah daripada ka-,
yubakar. Namun, mereka harus di-y
yakinkan bahwa konsumsi lcrse-
but tidak menyebabkan pembeng-
kakan anggaran rumah tangganya
yang minim. Mungkin membiar-
kan mereka menggunakan kayu
bakar akan lebih bijaksana,

Semakin banyak pemerintah
daerah yang melakukan reformasi_
untuk kepentingan masyarakat,”
selain mempertinggi ritra, juga‘
akan mempercepat pelayanan de-
ngin anggaran yang semakin efisi-:
en dalam pos belanja pegawai. Se-
cara internal tentu saja perlu di-
tingkatkan pula kesejahtrraan
gawal melalui penghargaan (re-
ward) dan hukuman (punishment)
serta jangan sampai melahirkan-+
perlakuan diskriminasi antagay
struktural dan'fungsional, {emoga
bermanfaat.
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